
79 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang bisa diambil dari Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Melalui Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), 

wasiat diartikan sebagai suatu akta yang berisi pernyataan seseorang 

mengenai kehendaknya setelah ia meninggal dunia. Selanjutnya, Hukum 

Perdata di Indonesia mengenal 3 bentuk surat wasiat113, yakni: surat wasiat 

Olografis (Olographis Testament), Surat Wasiat Umum (Openbaar 

Testament), dan Surat Wasiat Rahasia (Geheime Testament). Apabila 

melihat lebih lanjut ketentuan pada pasal-pasal selanjutnya yang mengatur 

mengenai tata cara pembuatannya, ketiga bentuk surat wasiat ini selalu 

melibatkan peran Notaris. 

Merujuk dari Pasal 875 dan pasal 931 KUH Perdata tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa surat wasiat haruslah dibuat dalam bentuk akta autentik 

(otentik) dan Notaris merupakan pejabat umum atau pejabat publik yang 

memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan suatu surat wasiat. 

Dalam menjalankan jabatannya sendiri, Notaris tunduk pada Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang telah 

diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris (UUJN) serta peraturan lain yang terkait, seperti Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.Pr.08.10 

Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Pemberhentian 

Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan 

                                                             
113 Lihat Pasal 931 KUH Perdata. 
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Majelis Pengawas Notaris dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUH Perdata). 

Dalam UUJN diatur berbagai macam kewajiban dari Notaris dalam 

menjalankan jabatannya. Tidak terkecuali pada pembuatan surat wasiat 

umum. Salah satu kewajiban Notaris yang menjadi obyek dalam penelitian 

ini adalah mengenai penandatangan surat wasiat umum oleh Notaris. 

Apabila suatu surat wasiat umum tidak ditandatangani oleh Notaris 

pembuatnya, maka Notaris tersebut telah melanggar Pasal 939 KUH 

Perdata, yang mengatur mengenai tata cara pembuatan surat wasiat umum. 

Selain itu, Notaris juga melanggar UUJN yakni pada Pasal 16 ayat (1) huruf 

m dan Pasal 44 ayat (1), yang keduanya dengan jelas telah menyebutkan 

bahwa akta yang dibuat dihadapan/oleh Notaris wajib untuk ditandatangani 

oleh penghadap, saksi, dan Notaris. 

Apabila kewajiban penandatanganan itu dilanggar, maka ada konsekuensi 

yang harus ditempuh. Baik UUJN maupun KUH Perdata memberikan 

akibat hukum atas tidak dipenuhinya kewajiban penandatanganan akta oleh 

Notaris, yakni akta yang dibuat Notaris tersebut berubah menjadi akta yang 

memiliki kekuatan pembuktian dibawah tangan. Mengingat bahwa surat 

wasiat haruslah berbentuk akta autentik (otentik), dengan tidak 

ditandatangani surat wasiat umum oleh Notaris, maka surat wasiat tersebut 

dapat dianggap sebagai suatu perbuatan hukum yang batal atau nonsexist. 

Surat wasiat umum yang tidak ditandatangani oleh Notaris pembuatnya 

dapat dianggap batal apabila surat wasait umum tersebut telah didaftarkan 

ke Daftar Pusat Wasiat (DPW). Sedangkan pada surat wasiat umum yang 

tidak ditandatangani oleh Notaris pembuatnya dan tidak didaftarkan ke 

DPW, maka dapat diakatakan surat wasiat yang nonsexist. 

 

2. Surat wasiat yang batal maupun nonsexistent berakibat pada tidak dapat 

dilaksanakannya surat wasiat itu. Artinya akan ada pihak yang dirugikan, 

seperti penerima wasiat. Upaya hukum yang sesuai untuk penerima wasiat 
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menuntut haknya adalah dengan mengajukan permohonan kepada 

Pengadilan Negeri. Permohonan mengenai surat wasiat yang tidak 

ditandatangani Notaris ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan hukum 

membuat surat wasiat tersebut memang pernah ada. Salah satu caranya 

adalah dengan membuktikan bahwa surat wasiat tersebut telah didaftarkan 

atau ada di Daftar Pusat Wasiat (DPW). 

Apabila surat wasiat umum yang tidak ditandatangani oleh Notaris telah 

didaftarkan pada DPW, maka dapat membuktikan bahwa surat wasiat 

tersebut pernah dibuat dihadapan Notaris. Dengan demikian, pihak yang 

berkepentingan dapat mengajukan permohonan supaya Pengadilan Negeri 

dapat menetapkan surat wasiat tersebut memang ada dan benar pernah 

terjadi perbuatan hukumnya sehingga dapat dilaksanakan. Sedangkan surat 

wasiat umum yang tidak ditandatangani oleh Notaris ternyata belum 

didaftarkan pada DPW, maka akan sulit dalam proses pembuktiannya. 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan dalam 

Penelitian ini adalah: 

1. Seorang Notaris yang membuat suatu akta, haruslah benar-benar 

memperhatikan apakah kelengkapan dari akta tersebut sudah terpenuhi atau 

belum. Kehati-hatian dalam menjalankan tugas perlu menjadi perhatian 

yang serius, baik dari segi formalitas maupun material dalam pembuatan 

akta, seperti tetap harus dibacakan dan seketika ditandatangani baik oleh 

pembuat wasiat, Notaris dan para saksi.  

 

2. Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya hendaklah selalu 

berpedoman pada segala ketentuan hukum yang ada, seperti Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan 

Menteri, maupun Kode Etik, untuk meminimalisir terjadinya permasalahan 

hukum dikemudian hari. 
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3. Notaris yang menerima protokol dari Notaris lain yang telah meninggal 

dunia hendaknya memeriksa protokol Notaris yang diserahkan tersebut 

dengan seksama, sehingga kesalahan oleh Notaris terdahulu dapat segera 

ditemukan dan ditanggulangi. 

 

4. Perlunya regulasi, dalam hal ini UUJN, yang lebih lengkap sehingga dapat 

mengatur upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh pihak yang telah 

dirugikan oleh kesalahan yang dilakukan Notaris. 

  

5. Bagi masyarakat yang menggunakan jasa Notaris juga perlu meningkatkan 

kehati-hatian. Mengingat bahwa Notaris juga manusia yang tidak luput dari 

kesalahan, maka masyarakat perlu tetap memantau apakah Notaris tersebut 

telah memenuhi kewajibannya dengan baik dalam menjalankan jabatannya, 

seperti perihal mengenai penandatanganan oleh Notaris ini. Dengan 

ditingkatkannya kehati-hatian oleh seluruh pihak yang bersangkutan, maka 

apabila ditemukan adanya kesalahan, dapat segera diperbaiki dan tidak 

merugikan dikemudian hari. 
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